PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN

Menimbang

Mengingét

a.

PEMBANGUNAN DAERAH | | -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa dalain rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan
daerah dengan asas berkeadilan, demokrasi, partisipasi, transparan,
akuntabel, terpadu dan berkelanjutan maka sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional maka untuk penyelenggaraan  pembangunan
daerah harus disusun Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah yang meliputi Rencara Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan' Perangkat Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; == =

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 te‘nt'ang' Perhbéntukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Nomor 42 Tahun 1950); :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 féntaﬁg Penyélenggaraah
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undahg-Uﬁdang Nomor 17 Tahun 2003 ivténtaﬁg Keuahgan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lemabaran Negara Indonesia Nomor 4355); :

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4389); S »

-



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencqnc,an
Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Berita Ne;,ara Republxk Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4548)

8. Undan;,-Undang ; Nomor 33 Tahun 2004 tentanz, Penmbangan Keuangan

Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

‘9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000_ tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keyangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Menetapkan

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN - PEMBANGUNAN 'DAERAH DAN

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pyrbalingga.

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalmz,f,a.v
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
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4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah selanjutnya discbut depbdd adalan Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelamanaan tu;bas dan fungsi

perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Purbalingga. '

6. Tata Cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam

perencanaan pembangunan daerah. _

7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, mdalul

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dokumen yang dituangkan dalam

- produk hukum daerah yang memuat tentang rencana tindakan pembangunan baik dalam
Jjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanj utnya dlsmgkat RPJP D, adalah
dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya dlsmg,kat RPJM-D,
~ adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. _

- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 'Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk S (lima) tahun,

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja

Pemerintah daerah ( RKP-D), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dauah y«ng, seanulnya disebut
Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen
perencanaan satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten yang selajutnya dlsmgkat
Musrenbangkab adalah forum rencana pembangunan ditingkat Kabupaten.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh peranOkat daerah.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah atau instansi lain Pengpuna Anggaran yang d bentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dungmkan pada akhir periode
perencanaan.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi,

19. Pemangku kepentingan adalah unsur eksekutlf legislatif, dan masyarakat yang
direpresentasikan oleh asosiasi profesi dan dunia usaha, perguruan tinggi dan Lembaga
Swadaya masyarakat,

20. Instansi  Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lemba;,a Pemermtah non
Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah. '

'BABII
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan
musrenbangkab disusun berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan
negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional,
asas akuntabilitas, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,



.

(2)

©)

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
a. terciptanya sistem perencanaan pembangunan daerah;
b. terciptanya konsistensi antara penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan;
c. terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah

Tata cara pelaksanaan Musrenbangkab bertyjuan untuk :

a. terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah; ,

b. terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah;

c. terciptanya rencana pembangunan daerah yang berdaya guna « dan berhasil guna.

BAB III
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup fungsi pemerintah daerah yang meliputi

semua bidang punh.mbunan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pecmbangunan yang disusun
oleh Satuan Kerja Dacmh Kabupaten dan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang ada
di Dacrah. :

Pasal 4

~ Perencanaan Pembangunan Daerah “sebagaimana  dimasud dalam  pasal 3 ayat (2)

menghasilkan :

/o o

(1)

(2)

3)

(4)

rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disebut RPJP-D;

rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disebut RPJM-D; dan
rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;
rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya dlsebut rencana kerja pemerintah
daerah atau disebut RKP-D; :
rencana kerja satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD.

BABIV
PENYUSUNAN RENCANA I’FMBANC(JNAN
JANGKA PANJANG DALRAH

Bagian Pertama
Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 5 -

Rancangan awal RPJP-D disususn oleh Bappeda paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
bu‘dkhlde RPJP-D yang sedang berjalan, . :

Rancangan awal RPJP-D merupakan penjabaran dari tujuan pcmbangu'nan'vdae‘rah sebagai

implementasi dari tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Rancangan awal RPJP-D memuat visi, misi, serta arah pcmbang,unan Dacrah dengan
berpedoman pada RPJP Nasional. ~

Rancangan awal RPJP-D sebagai bahan Musrenbang Jangka Panj ang Daerah.
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: Bagiank d
y edua
usrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 6

(1) Musrenb
ang :
RPJP-D. g Jangka Panjang Daerah di o
’ . 1sel¢nggarakan setelah disusunn can

‘ unnya rancangan awal

(2) Musrenb
ang Jangka Panj
penjaringan aspirasi jang Dacerah diselengg R
ras e : ggarakan dalam rang )
kepentinga pirasi, dan uji publik rancangan ¢ alam rangka kegiatan sosialisasi
gan pembangunan. gan awal RPIP-D kepada para pemangku’

(3) Musrenb | - -
enbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan perﬁbangunaﬁ

bang Jangka Panjang Daerah diselenggarakaan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai

~(4) Musren
bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RPIP-D.
Bagian Ketiga o
- | Penetapan dan Evaluasi RPJP Daerah - o
@ . . A R :
- Pasal 7
da dengan memperhatikan hasil Musrenbang

(1) Rancangan akhir RPJP-D disusun oleh Bappe
Jangka Panjang Daerah.

(2) Rancangan akhir RPJ.P_-D ditetapkan

sebagai RPJP-D dengan feraturaﬁ baerah.
Pasal 8 | ‘ |
-D setiaﬁ 5' (lima) taﬁxirvl".‘.» o

a pasal 8 ayat l(l)

ahan tersebut kepada
-D bersama

si pelaksanaan RPJP

(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pad

diperlukan perubahan atas RPJP-D, maka Bupati mengusulkan perub

ketua DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan perubahan materi RPJP
DPRD scsuai ketentuan yang berlaku -

Q) Bappeda. melakukan cvaiua

 BABV e
RENCANA PEMBANGUNAN - .

PENYUSUNAN
MENENGAH DAERAH

JANGKA
Bagian Pertama

Rancangan Awal RPIM Daerah

Pasal 9 | |
al RPJM-D disusun oleh- Bappeda berpedo;'rian pada RPJP-D dan

(1) Rancangan aw
memperhatikan RPJM Nasional. : |
) Rancéngan awal RPIM-D memuat penjabaran dari visi, misi, 'a‘rah,'lkebijak.ah dan strategi
Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan Daerah, strateg! pgmbangunan
Dacrah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
angka Menengah Daerah.

) Rancangan awal RPIM-D sebagai bahan dalam Musrenbang J
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Bagian Kedua :
Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 10

(1) Musrenbang Jangka Meneng,ah Daerah diselenggarakan s\.telah dlsusunnya rancangan
awal RPJM-D.

(2) Musrenban;, Jang,ka Menengah Daerah “diselenggarakan dalam rangka sosialisasi,
penjaringan aspirasi, dan uji publik RPIM-D kepada para pemangku l\cpentmgm

pembangunan,

(3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh segenap pemang,ku kepentingan
pembangunan.

(4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya
sebagai bahan penyempumaan rancangan Akhir RPJM-D :

Bagian Ketiga R
Penetapan dan Evaluasi RPJM Daerah

Pasal 11

(1) Rancangan akhir RPJM-D disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil
Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

(2) Rancangan akhir RPJM-D ditetapkan sebagai RPJM-D dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12 e |
(1) Bappeda melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM-D setiap pafo waktu 5 v.(lima),tahun.
(2). Apabila berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dlmaksud pada' ‘ayat (1) diperlukan

perubahan atas RPJM-D, maka Bappeda mengusulkan perubahan kepada Bupati sesuai
ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 13

(1) Rancangan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsi SKPD berpedoman
pada rancangan awal RPJM-D. .

(2) Rancangan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategl program dan
rencana kerja pembangunan.

3) Pencapalan sasaran setlap program dan rencana kCIja Renstra SKPD merupakan
tanggungjawab masmg-masmg SKPD.

-(4) Rancangan Renstra SKPD dlmutakhlrkan sesuai dengan RPIM-D dan kemudlan

ditetapkan menjadi Renstra SKPD dengan keputusan pimpinan SKPD.



BAB VI v
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) Rancangan awal RKP-D merupakan penjabaran dari RPJM-D dxsusun oleh Bappeda
bersama SKPD dengan memperhatxkan Renja SKPD.

(2) Rancangan awal RKP-D memuat rancangan kerangka ‘ekonomi Dé,érah prioritas
pembangunan Daerah, program dan kegiatan pembangunan dan pendanaannya secara
indikatif.

(3) Racangan awal RKP-D disﬁsun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan
periode sebelumnya dan prakiraan kondisi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

(4) Rancangan awal RKP-D digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Kabupaten.

Bagian Kedua
Rencana Kerja SKPD

Pasal 15

(1) Renja SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsn sebag,al penjabaran
chstra SKPD dengan berpedoman pada RKP-D.

(2) Renja SKPD memuat kebijakan dan strategi, program, keglatan pembani,unan yang
bersifat indikatif, yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. ' :

(3) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD.

Bagian Ketiga
Musrenbang Tahunan

Pasal 16

(1) Musrenbang Kabupaten diselenggaran oleh Bappeda setiap tahun “dalam rangka
membahas Rancangan Awal RKP-D dan Renja SKPD tahun benkutnya

(2) Musrenbang Kabupaten -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlselenggarakan untuk
sinkronisasi Renja antar SKPD dan dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

(3) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dlmasud pada ayat (1) diikuti oleh
seluruh SKPD, pemangku kepentingan pembangunan ditingkat Kabupaten.

(4) Hasil Musrenbang Kabupaten digunakan sebagai masukan bagi Rancangan Akhir RKP-D.

 Bagian Keempat :
Penetapan dan Evaluasi Rencana kerja Pemermtah Daerah

Pasal 1(7

(1) Rancangan akhir RKP-D disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang
Kabupaten.



(2) Rancangan akhir RKP-D ditetapkan sebagai RKP-D dengan Peraturan Bupati.

(3) RKP-D scbagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyempurnakan Renja
SKPD. , o

(4) RKP-D menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
“Semua ketentuan yang, mengatur tentang, Tata Cara I’c‘nyusmmn Dokumen Perencanian

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
e KLTENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sep‘anjéng' mengenai teknis
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. o

Pasal 20
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangah'Péré.t'l’.lrénv‘l“)aetfah' ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. o

" DISETUJUI Ditetapkan di Purbalingga
" Dengan
IR pod nggs 28 Jamuars. 2006
™Mor :|%_asfahun 2004 Tanggal 2-2- 2006
: Dewan Perwakilan Rakyat:Daerah Kabupaten BUPATI P URBALINGGA’
Purbalingga ' '

Ketua : ) ‘ '7 77
Cap ttd "//’”
FASDI, § H TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundengkan dalam Lembaran Daerah
Kebupaten Purbalingga
Nomor 01 Tan, 3 Pebruari 2006
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURB/.\I,INGGA:.U |
NOMOR @t TAHUN 2006 ' v

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

. PENJELASAN UMUM

1.

(V8]

Dasar Pemikiran ' S
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN
sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan
pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional
maupun daerah. ’ ‘
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat
(3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, Rencana Stralegis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata cara Penyusunan PRerencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi Tata cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga. . -~

Pendekatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pendekatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Dacerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat

- Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Purbalingga ini dilaksanakan melalui lima pendekatan seluruh rangkaian perencanaan,
yaitu

(1) Politik;

(2) Teknokratik;

(3) Partisipatif; ‘

(4) Atas-bawah (top-down); dan

(5) Bawah-atas (bottom-up). o ,

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses
penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala daerah. Oleh karena itu,
penyusunan rencana pembangunan daerah penjabaran dari -agenda-ageida
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat proses pemilihan Kepala
Dacerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

v



Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu, -

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka

. adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan
menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas
disclaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Propinsi
kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa. ‘ '

‘Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan.,

Perencanaan Pembangunan Daearh terdiri dari 4 (empat) tahapan penyusunan yakni :
(1) penyusunan rencana; ‘ '

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana. , S ~

Keempat tahapan disclenggarakan secara berkelanjutan schingga sceara kescluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. ' ' '

Lahap penyusunan' rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap
suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah
pertama adlah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,
menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi. pemerintah
menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana
pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan
masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-masing  jenjang  pemerintahan melalui musyawarah = perencanaan
pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir
rencana pembangunan. : '

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum “sehingga
mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ‘ditetetapkan sebagai Peraturan
Bupati, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan Peraturan Bupati.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui
kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh
pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun
dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-
masing pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ~dengan tugas dan
kewenangannya. | :

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan
yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk
menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mancakup masukan
(input), keluaran (outpur), hasil (result), manfaat (benefir) dan dampat (impact).
Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah,
berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan
dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi
kinerja kegiatan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman
dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode,

- materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.
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5. Sistematika.

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan Umum,
Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Penyusunan Rencana Pembangunan

. Jangka Menengah daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Ketentuan
Pealihan dan Ketentuan Penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6

Pasa_l 7
Pasal 8

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara, “ asas tertib penyelenggaraan negara”
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, “ asas
kepentingan umum “ adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan
selektif. “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tenang penyelenggaraan negara

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara, “asas proporsionalitas” adalah asas
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggara negara, “asas profesionalitas” adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan fungsi pemerir-tahah pada. éyat ini adalah
fungsi pemerintah sebagai regulator, fasﬂltator dan pelayanan
umum. _

Ayat (2) Sedangkan yang dimaksud dengan instansi vertikal pada ayat ini
adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak
diserahkan kepada dacrah dalam w1layah tertentu dalam rangka

_ dekonsentrasi.

Cukup jelas. B ‘ v

Ayat (1) Dalam masa transisi penyusunan RPJP-D dldasarkan pada
rancangan awal RPJP Nasional.

Ayat (2) Penyelenggaraan musrenbang Jangka panjang daerah selain diikuti
oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau
menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain DPRD, asosiasi
profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka
adat, dan pemuka agama serta kalangan dunia usaha.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pembahasan perubahan materi RPJP bersama DPRD dilaksanakan

sesuai ketentuan Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2004 tentang Pedoman Peraturan Tata teitib DPRD.
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Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1]
Pasal 12

Pasal 13

Pasa] 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Cukup jelas.

Ayat(2) Penyelenggaraan musrenbang jangka menengah daerah selain
diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan
atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain DPRD,
asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,
pemuka adat, dan pemuka agama serta kalangan dunia usaha.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Renstra SKPD disusun untuk kurun waktu yang sama dcngan
kurun waktu RPIM-D Kabupaten

Ayat (1)  Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan kerangka ekonomi daerah dalam ayat ini
adalah gambaran umum perekonomlan daerah secara makro.

Ayat (2) Yang dimaksud bersifat indikatif adalah mforma51 baik tentang
sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen .ini, merupakan indikasi yang akan
dicapai dan bersifat tidak kaku sesuai dengan potensi dan
kemampuan keuangan daerah.

Ayat (1)  Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



